
WALIKOTA SINGKAWANG 
FROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WAUKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI 
PENGADAAN BARANG/JASA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WAUKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan 
penguatan pengawasan melalui peningkatan peran dan 
fungsi Aparat Pen^was Intern Pemerintah dalam 
mendeteksi dini terhadap potensi penyimpangan dengan 
memberikan layanan konsultasi dari perspektif 
pengawasan; 

b. bahwa agar layanan knnsiiltasi dari perspektif pengawasan 
dapat dilaksanakan. ̂ s u a i dengan tujuan yag diharapkan 
I^rlu dibentuk Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hunif a dan huriif b perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pembentukan Klinik Konsultasi 
Pengadaan Barang/Jasa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang . 
Pembentukan Kota Sin^lmwang (Lembaran Negara » 
Republik Indonesia Tahtm 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

f 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
N^ara Republik Indonesia Nomor 6587) sebagaimana telah 
diul^ih bebeiapa kaH teiakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi P^erintahan (Lembaran N^^ra Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16975/ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN/14uu030.pdf
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Ftengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Ni^^ara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lttnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Ne^ra Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembimucua dan Pengawasan Penyelen^sraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
N^ara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
dirubah beberapa Imli terakhir d en^n Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perabahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Ne^ra Republik Indonesia Nomor 5555); 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Singkawang Tahim 2016 Nomor 4, Tambahan 
Leml]^u:an. Daerah Kota Singkawang 51); 

9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kega Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota 
Sm^wang Tahun 2016 Nomor 42); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK 
KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa l 1 

Dalam Psraturan WaUkota ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelen^ara Pemerintahan Daerah yang memimian 
pelalmanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
imwenangan daerah otonom. 

2. Daerah adalah Kota Singkawang. 
3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/1240/SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH/08pp060.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/19690/PERANGKAT-DAERAH/16pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/22291/PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-PENYELENGGARAAN-PEMERINTAHAN--DAERAH/17pp012a.PDF
http://jdihn.bphn.go.id/detail/9910/PENGADAAN-BARANG-JASA-PEMERINTAH/10pr054.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/Perda_2016_3.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERWAKO-2016-55.pdf


4. Perangkat Daerah adalah unsiar pembantu Walikota dan 
Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah dalam penyelen^araan 
Umsan Ffemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah merupakan 
unsur pelaksana fimgsi pengawasan. 

6. Inspcktur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang. 
7- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya. 

disingkat APIP adalah apamt yang melakukan pengawasan 
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan 
dan kegiatan pengawasan lain dalam pengadaan 
barang/jasa. 

8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud bergerak maupun tidak beigerak yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau 
dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

9. Pekerjaan Konstruksi adalah sehuuh pekerjaan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan 
atau pembuatan wujud fisik laiimya 

10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pildr 
{brainware). 

11. Jasa Lainya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan 
tertentu yang mengutamakan keterampilan (Skillware) 
dalam suatu sistem tatakelola yang sudah dikenal luas di 
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 
segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa 
konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 
pengadaan barang. 

12. I^gadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh barang/jasa oleb organisasi pengadaan 
barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh k e ^ t a n 
untuk memperoleh barang/jasa. 

13. O i^nisas i Pengadaan Barang/Jasa yang s e^ ju tnya 
disebut organisasi pengadaan adalah pejabat yang 
melaksanakan pengadaan melalui penyedia barang/jasa 
terdiri dari Pen^;una Anggaran/Kuasa Pen^una 
An^aran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan, f^nitia Penerima Hasil 
Pekerjaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 

14. Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disebut Klinik Konsultasi adalah wadah 
layanan konsultasi bagj organisasi pengadaan yang 
dilaksanakan oleh APIP daerah. 



BABH 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Klinik Konsultasi 
Pengadaan Barang/Jasa, 

BABin 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
(1) Klinik Konsultasi adalah pelaksana layanan konsultasi 

dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakaa 
organisasi pengadaan pada perangkat daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Klinik Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
(1) Susunan Organisasi Klinik Konsultasi terdiri atas : 

a. Koordinator; 
b. Bidang Pen^daan Barang; 
c. Bidang Pekeijaan Konstruksi; dan 
d. Bidang Jasa Konsultansi, Jasa Lainnya. 

(2) Strufctur Organisasi Klinik Konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

BABY 
TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 5 
K l i n i k Konsu l t a s i sebaga imana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 ajrat (1) 
mempimyai tugas membezikan layanan konsultasi kepada 
organisasi pengadaan pada perangkat daerah sesuai 
permasalahan yang dihadapi pada tahapan-tahapan dalam 
pengadaan barang/jasa. 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, Klinik Konsultasi mempimyai fungsi: 
a- pcnyusiman perrencanaan kei^tan konsidtasi; 
b. menghimpun bahan-bahan kebijakan sebagai pedoman 

dalam memberikan konsultasi; 



c. pembenan saran, pertimbangan dan masukan kepada 
organisasi pengadaan sesuai permintaan oiganisasi 
pengadaan; dan 

d. pembenan pendampingan dalam pengadaan barang/jasa 
sesuai permintaan organisasi pengadaan. 

BABVI 
TATAKERJA 

Pasa l? 
(1) Dalam melaksanakan tugas, Klinik Konsultasi menerapkan 

prinsip koordmasd, integrasi dan sinkroniaaai, se&uai 
dengan tugasnya masing-masing. 

(2) Layanan konsultasi dapat dilakukan baik melalui tatap 
muka maupun secara tertuiis. 

(3) Seluruh permasalahan yang dikonsultasikan dan saran 
yang diberikan didokumcntasikan secara tertuiis. 

(4) Dalam rangka kelancaran dan meningkatkan kualitas 
pelayanan, Klinik Konsultasi dapat berkoordinasi dan 
konsultasi dengan APIP lainnya maupun Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

BABVn 
APARATUR PELAKSANA 

Pasal 8 
(1) Aparatur pelaksana Klinik Konsultasi adalah Aparatur 

SipU Negara pada Inspektorat yang memenuhi persyaratan 
dan kompetensi. 

(2) Persyaratan dan kompetensi sebagEiimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 

beihubungan dengan proses pengadaan barang/jasa; 
b. memiliki pengetahuan tentang isu-isu korupsi dalam 

proses pengadaan barang/jasa; 
c. memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif 

baik lisan maupun tulisan; 
d. memiliki integritas yang t i n ^ dalam pelaksanaan 

tugas, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi 
nilai-nQai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan 
rekam jejak yang dapat dipertangungjawabkan; 

e. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan 
barang/jasa; 

f. menyimpan rahasia atas infonnasi yang diperoleh 
berkaitan dengan masalab yang dikonsultasikan; dan 

g. diutamakan memUiki sertiJBkat keahlmn bidai^ 
pengadaan barang/jasa 



(3) Apamtur pelaksana Klinik Konsultasi sebagaimana 
dimaksud j^ida layat (1) dfangkat dan diberhentikan 
dengan Keputusan Walikota. 

BABVra 
TATA CARA KONSULTASI 

Pasal 9 
(1) Untuk konsultasi secara lisan organisasi pengadaan yang 

alran melakukan konsultasi terlefalh dahulu 
memberitahulmn kepada Koordinator baik secara lisan 
maupun dengan menggunakan media elektronik, 

(2) Pemberitabuan unbik konsultasi set^igaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat waktu dan 
peimasalahan yang akan dikonsultasikan 

(3) Setelah menerima pembentahuan Koordinator menunjuk 
Aparatur Pelaksana Klinik Konsultasi untuk memberikan 
layanan konsultasi sesuai dengan bidang yang akan 
dikonsultesikan. 

(4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari keija sejak 
permintaan konsult^i dltorima, Koordinator memberikan 
jawaban kepada organisasi pengadaan tentang waktu, 
tempat Imnsultasi dilaksanakan dan Aparatur pelaksana 
yang memberikan layanan konsultasi. 

(5) Konsultasi dilaksanakan pada tempat/ruangan yang ada 
di Inspektorat. 

(6) Hasil konsultasi lisan dituangkan dalam formuiir hasil 
konsultasi seba^imana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal lO 
(1) Untuk konsultasi tertuiis disampaikan melalui sumt 

kepada Koordinator. 
(2) Setelah menerima surat Koordinator mengarahkan kepada 

Aparatur Pelaksana Klinik KoimullBsi sesuai dengan 
permasalahan yang dikonsultasikan untuk 
mempersiapkan jawaban. 

(3) Jawaban konsultasi disampaikan selambat-lambatnya 3 
(tiga) h a r i kexja. se jak au ra t d i tar ima. 

BAB DC 
PELAFORAN 

Pasal 11 
Pelaksanaan tugas Klinik Konsultasi dilaporkan Koordinator 
kepada Inspektur. 



B A B X 

PEBIAYAAN 

Pasal 12 

Biaya opersional Klinik Konsultasi Pengadaan barang/jasa dibabankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang melalui Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Inspektorat 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 25 J u k i 2017 

WALIKOTA SINGKAWANG 
Ttd 

AWANG ISHAK 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 25 J u l i 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 

ttd 

S Y E C H BANDAR 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 10 

Salinan sesuia dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

NIP. 19681016 199803 1 004 



LAMPIRAN ! : PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR : 15 TAHUN 2017 
TANGGAL : 25 Ju l i 2017 
TENTANG : PEMBENTUKAN KLNIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG /JASA 

STRUKTUR ORGANISASI 

KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG JASA 

KOORDINATOR 

1 1 
BIDANG 

PENGADAAN 
BARANG 

BIDANG PEKERJAAN 
KONSTRUKSI 

BIDANG JASA 
KONSULTASI, 
JASA LAINYA 

WALIKOTA SINGKAWANG 
Ttd 

AWANG ISHAK 

Salman sesuai dengan aslina, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

^ YASMALIZAR, S.H 
NIR19681016 199803 1 004 



LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
15 TAHUN 2017 
25 Ju l i 2017 
PEMBENTUKAN KLNIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA 

FORMULIR HASIL KONSULTASI 

1. Nama Perangkat Daerah 
2. Nama Organisasi Pengadgian 
3. Waktu Pelaksanaan Konsultasi 

Mateii Konsultas i : 

1. ..... 

2. 

3 

4 

5. 

Apartur Pelaksana 

Nama 
NIP. 

WALIKOTA SINGKAWANG 
ttd 

AWANG ISHAK 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

YASMALIZAR, S.H 
NIP. 19681016 199803 1 004 




